
KEPASTIAN HUKUM PEWARISAN ASET KRIPTO 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA DI 

INDONESIA 
 

 

 

 

 

Diajukan oleh։ 
INTAN PUTRI EKASARI, S.H. 

NIM. 2420216320025 

 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

 

FAKULTAS HUKUM 

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN 

BANJARMASIN 

 

Juni 2026 



 

 

ii 

 

KEPASTIAN HUKUM PEWARISAN ASET KRIPTO DALAM 

PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA  

DI INDONESIA 
 

 

TESIS 

 

 
Untuk memperoleh gelar Magister Dalam Program 

Magister Kenotariatan 

Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat 

 

 

 

Diajukan Oleh: 

INTAN PUTRI EKASARI  

NIM. 2420216320025 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN 

TEKNOLOGI  

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  

 

FAKULTAS HUKUM 

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN 

BANJARMASIN  

 

Juni 2026 



 

 

iii 

 

 



 

 

iv 

 

Tesis ini telah dipertahankan di depan  

Sidang Panitia Penguji 

Pada Tanggal 15 Juni 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susunan Panitia Penguji Tesis 

 

 

 

Ketua : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. 

Sekretaris : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. 

Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 

 

 



 

 

vi 

 

HALAMAN SERTIPIKAT UJI PLAGIASI 

 

 

 



 

 

vii 

 

RINGKASAN 

KEPASTIAN HUKUM PEWARISAN ASET KRIPTO DALAM 

PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA DI INDONESIA 

Oleh: 

Intan Putri Ekasari1, Mirza Satria Buana2 

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, 103 Halaman 

 

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan aset kripto (cryptocurrency) 

sebagai instrumen keuangan digital berbasis blockchain dengan nilai ekonomis 

yang terus meningkat signifikan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, jumlah 

investor aset kripto di Indonesia telah melampaui 17 juta orang, melampaui jumlah 

investor saham konvensional. Kondisi ini menjadikan persoalan pewarisan aset 

kripto bukan sekadar isu hukum hipotetikal, melainkan persoalan nyata yang 

semakin sering dihadapi masyarakat Indonesia. Hukum waris Indonesia yang 

bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) lahir pada 

era pra-digital dan belum mengatur pewarisan aset kripto secara eksplisit. 

Akibatnya, muncul kekosongan norma (legal vacuum) yang menimbulkan 

ketidakpastian hukum, potensi sengketa, serta kerugian ekonomi bagi ahli waris. 

Persoalan ini semakin kompleks karena penguasaan aset kripto tidak hanya 

bergantung pada legitimasi hukum, tetapi juga pada akses teknis berupa kunci privat 

(private key) yang hanya diketahui oleh pewaris. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum aset 

kripto sebagai objek warisan dalam sistem hukum waris perdata Indonesia, serta 

merumuskan konsep pengaturan hukum yang ideal mengenai pewarisan aset kripto 

guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi ahli waris. 

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif bertipe doctrinal 

research yang bersifat preskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan 

hukum primer meliputi KUHPerdata, UU ITE, dan UU Pelindungan Data Pribadi, 

didukung bahan hukum sekunder berupa literatur akademis dan perbandingan 

hukum internasional. 

 

Hasil penelitian ini adalah: Pertama, menunjukkan bahwa aset kripto dapat 

dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan Pasal 503 

KUHPerdata karena memenuhi unsur-unsur kebendaan dalam Pasal 499 

KUHPerdata, yakni dapat dimiliki, dapat dikuasai, dan memiliki nilai ekonomi. 

Berdasarkan asas saisine dalam Pasal 833 KUHPerdata, ahli waris dengan 

sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak, dan 

semua piutang pewaris sejak saat kematian, termasuk hak atas aset kripto. Namun 

penerapan asas saisine pada aset kripto menghadapi paradoks fundamental: 

peralihan hak terjadi otomatis secara normatif, tetapi penguasaan faktual tidak ikut 

berpindah karena terkunci di balik kunci privat (private key). Kondisi ini 



 

 

viii 

 

menghasilkan keadaan yang dapat disebut sebagai kepemilikan normatif tanpa 

penguasaan efektif. Dalam sistem golongan ab intestato KUHPerdata, aset kripto 

mengikuti urutan keutamaan empat golongan ahli waris, dan apabila tidak ada ahli 

waris, harta jatuh kepada negara meskipun negara pun tidak dapat mengakses aset 

tanpa kunci privat karena sifat blockchain yang irreversible. Analisis terhadap UU 

ITE dan UU PDP mengungkapkan ketegangan normatif antara rezim perlindungan 

data dengan hak waris, karena kedua undang-undang tersebut belum mengatur 

secara eksplisit akses ahli waris atas data digital pewaris. Peraturan Bappebti 

Nomor 8 Tahun 2021 mengakui aset kripto sebagai komoditas yang dapat 

diperdagangkan, namun tidak mengatur aspek pewarisan sama sekali. Kedua, 

menunjukkan bahwa urgensi pembentukan regulasi pewarisan aset kripto 

bersumber dari dimensi ekonomi, demografis, hukum, dan teknologi. Perbandingan 

dengan Amerika Serikat menunjukkan bahwa Revised Uniform Fiduciary Access 

to Digital Assets Act (RUFADAA) yang telah diadopsi lebih dari 45 negara bagian 

membangun sistem hierarki akses tiga tingkatan. Namun adopsi model tersebut 

tidak dapat dilakukan secara langsung karena perbedaan antara sistem common law 

dan civil law. Regulasi ideal pewarisan aset kripto Indonesia harus berpijak pada 

enam prinsip, yaitu: supremasi kehendak pewaris, keseimbangan antara akses dan 

privasi, perlindungan pihak lemah, teknologi-netralitas, proporsionalitas kewajiban 

platform, dan integrasi dengan regulasi Bappebti dan OJK yang telah ada. Muatan 

substantif regulasi harus mencakup definisi aset kripto yang komprehensif dan 

teknologi-netral, pengakuan wasiat digital dan penunjukan digital executor, hierarki 

kewenangan akses tiga tingkatan yang mengikat platform, kewajiban minimum 

platform beserta sanksi efektif, pembedaan tegas antara aset digital patrimonial-

ekonomis dengan data personal-sentimental, serta mekanisme penyelesaian 

sengketa yang cepat dan terjangkau. Secara kelembagaan, Bappebti dan OJK 

berperan sebagai regulator yang menetapkan standar prosedur klaim warisan, 

sementara Mahkamah Agung perlu memperkuat panduan bagi hakim melalui 

Peraturan Mahkamah Agung dalam menangani sengketa pewarisan aset kripto. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci: aset kripto, pewarisan digital, kepastian hukum, KUHPerdata 

 

Perkembangan teknologi digital melahirkan aset kripto (cryptocurrency) 

sebagai bentuk kekayaan berbasis blockchain dengan nilai ekonomis signifikan. 

Pertumbuhan investor aset kripto di Indonesia yang melampaui 17 juta jiwa 

menimbulkan urgensi pengaturan pewarisan aset kripto yang belum mendapat 

respons memadai dari hukum positif Indonesia, sehingga menciptakan kekosongan 

hukum (rechtsvacuum) yang merugikan ahli waris. Penelitian ini mengkaji: (1) 

kedudukan hukum aset kripto sebagai objek warisan dan mekanisme pembagiannya 

berdasarkan KUHPerdata; serta (2) pengaturan hukum ideal pewarisan aset kripto 

guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi ahli waris. Metode yang 

digunakan adalah penelitian hukum normatif bertipe doctrinal research bersifat 

preskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

konseptual. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, aset kripto dapat dikategorikan 

sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan Pasal 499 dan 503 

KUHPerdata, sehingga dapat menjadi objek warisan berdasarkan asas saisine Pasal 

833 KUHPerdata. Namun terdapat jurang antara hak normatif dan kemampuan 

teknis ahli waris mengakses aset karena peralihan normatif tidak disertai peralihan 

penguasaan kunci privat. Kedua, regulasi ideal pewarisan aset kripto harus berpijak 

pada prinsip supremasi kehendak pewaris, keseimbangan akses dan privasi, 

perlindungan pihak lemah, dan integrasi dengan regulasi yang telah ada. 

Mengadaptasi model RUFADAA Amerika Serikat pada sistem civil law Indonesia, 

regulasi tersebut harus memuat definisi teknologi-netral, hierarki akses tiga 

tingkatan yang mengikat platform, kewajiban minimum platform beserta sanksi 

efektif, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan terjangkau. 
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